PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEMBINAAN UMUM TENAGA DAKWAH (DA’I)
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina masyarakat ke arah yang
lebih baik dan sejahtera, serta mengamalkan ajaran agama
islam sehingga dapat meningkatkan iman dan taqwa serta

akhlakul karimah masyarakat, maka perlu adanya tenaga
dakwah (da’i);

b. bahwa untuk menetapkan tenaga dakwah (da’i) yang
berkualitas, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung
jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya bagi masyarakat
maupun pemerintah daerah, maka perlu mengubah
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pembinaan Umum Tenaga Dakwah (Da’)
Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu untuk membentuk kembali
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Pembinaan Umum Tenaga Dakwah (Da’i) Dalam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;

—

Mengingat . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daearah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan
Daearah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54  Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999



10.

Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang - wundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Perturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

. Peratuan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Repubulik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2006 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan
organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2008 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2016 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27
TAHUN 2009 TENTANG PEMBINAAN TENAGA DAKWAH (DAY)
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pembinaan Umum Tenaga Dakwah (Da’ij) Dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diubah sebagai berikut

Ketentuan Pasal 6 di tambah 1 (satu) poin, yaitu poin d sehingga berbunyi
sebagai berikut

Pasal 6

Tenaga Dakwah (Da’i) dilarang :

a. Melakukan tindakan amoral, kriminal, kekerasan dan lain sebagainya yang
bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengajak orang lain dan/atau ikut dalam aliran (sekte) yang dilarang oleh

agama dan pemerintah, karena bertentangan dengan ajaran agama dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

Mengajak orang lain dan/atau ikut dalam kegiatan politik praktis

Melalaikan tugas pokok dan fungsi Tenaga Dakwah (Da’)

P o



Ketentuan Pasal 9 di tambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal (3), sehingga berbunyi

sebagai berikut :

1. Wilayah kerja Tenaga Dakwah (Da’i) adalah di Desa dan Kelurahan dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati.

2. Wilayah kerja Tenaga Dakwah (Da’i) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diangkat Tenaga Dakwah (Da’i) sesuai dengan kebutuhan yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Da’i diutamakan orang yang berdomisili di wilayah kerja yang di tetapkan
dengan Keputusan Bupati

Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan
secara efektif mulai tanggal 01 Januari 2012.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Februari 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

ARIEF MUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 7



